
 



KINERJA FISKAL DAERAH KEPULAUAN: 

KONSEP, ANALISIS, DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 

 

 

 

 

 

 

 

Zhafirah Nuur Ulima 

Nurul Anisyah 

Muhamad Febrian Afirin 

Dr. Nizwan Zukhri, S.E., M.M. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tahta Media Group 



ii 

 



iii 

KINERJA FISKAL DAERAH KEPULAUAN: 

KONSEP, ANALISIS, DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 

 

Penulis: 

Zhafirah Nuur Ulima 

Nurul Anisyah 

Muhamad Febrian Afirin 

Dr. Nizwan Zukhri, S.E., M.M. 

 

Desain Cover: 

Tahta Media 

 

Editor: 

Tahta Media 

 

Proofreader: 

Tahta Media 

 

Ukuran: 

vii, 106, uk: 15,5 x 23 cm 

 

QRCBN: 62-415-5235-458 

 

Cetakan Pertama: 

November 2026 

 

Hak Cipta 2026, Pada Penulis  

Isi diluar tanggung jawab penerbit 

Copyright © 2026 by Tahta Media Group 

All Rights Reserved 

 

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP 

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel, 

Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557 

email: tahtaliterasimedia@gmail.com  

website: http://store.tahtamedia.co.id/  

Anggota IKAPI (216/JTE/2021) 

  

mailto:tahtaliterasimedia@gmail.com
http://store.tahtamedia.co.id/


iv 

PRAKATA 
  

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat 

dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul Kinerja Fiskal Daerah 

Kepulauan Indonesia: Konsep, Analisis, dan Implikasi Kebijakan 

dapat diselesaikan dengan baik. Kehadiran buku ini dilatarbelakangi 

oleh semakin pentingnya kajian mengenai pengelolaan keuangan 

daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, 

khususnya bagi provinsi-provinsi berciri kepulauan di Indonesia. 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki 

karakteristik wilayah yang sangat beragam. Daerah kepulauan 

menghadapi tantangan fiskal yang berbeda dibandingkan daerah 

daratan, seperti tingginya biaya pelayanan publik akibat pemisahan 

geografis antarpulau, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kapasitas 

fiskal daerah, serta tingginya ketergantungan terhadap transfer dari 

pemerintah pusat. Di sisi lain, kebijakan desentralisasi fiskal yang 

telah berlangsung selama lebih dari dua dekade menuntut setiap 

daerah untuk mampu meningkatkan kemandirian fiskal, 

mengoptimalkan pendapatan asli daerah, serta mengelola belanja 

secara efektif dan efisien. Kondisi tersebut menjadikan evaluasi 

terhadap kinerja fiskal daerah kepulauan sebagai isu yang strategis, 

baik dalam perspektif akademik maupun dalam perumusan kebijakan 

publik. 

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman 

yang komprehensif mengenai konsep-konsep dasar kinerja fiskal 

daerah, pendekatan analisis yang dapat digunakan, serta gambaran 

empiris mengenai kondisi fiskal provinsi-provinsi kepulauan di 

Indonesia. Selain menyajikan landasan teoritis dan regulasi yang 

menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah, buku ini juga 

menguraikan hasil analisis terhadap indikator-indikator utama, 
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seperti kemandirian fiskal, ketergantungan transfer, dan efisiensi 

belanja daerah. Melalui pembahasan tersebut, diharapkan pembaca 

memperoleh gambaran yang utuh mengenai tantangan, potensi, serta 

arah penguatan kebijakan fiskal bagi daerah kepulauan. 

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari dukungan dan kontribusi 

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan 

dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

memberikan bantuan, masukan, serta dukungan selama proses 

penyusunan buku ini, baik dari lingkungan akademik, instansi 

pemerintah, maupun rekan-rekan yang turut memberikan pemikiran 

dan motivasi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para 

peneliti, akademisi, dan praktisi di bidang keuangan publik yang 

karya-karyanya menjadi referensi berharga dalam penyusunan buku 

ini. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan 

dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi 

berikutnya. Besar harapan penulis agar buku ini dapat memberikan 

manfaat sebagai referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti, 

pemerintah, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap 

pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan wilayah kepulauan 

di Indonesia. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata 

dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan sekaligus menjadi 

salah satu rujukan dalam mendukung terwujudnya tata kelola fiskal 

daerah yang lebih mandiri, efektif, efisien, dan berkelanjutan. 

Bangka, 23 Agustus 2026 

                                                                                                       Penulis 
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BAB 1 
KERANGKA TEORETIS 
DESENTRALISASI DAN 

KINERJA FISKAL 
 

 

 

 

A. PENDAHULUAN  

Desentralisasi adalah suatu transformasi penting dalam 

pengelolaan pemerintahan yang melibatkan pemindahan kekuasaan 

dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke entitas pemerintahan 

yang lebih rendah. Dalam implementasi, desentralisasi memiliki aspek 

politik dan administratif selain juga dimensi fiskal yang berkaitan 

dengan distribusi kekuasaan penerimaan, pengeluaran, dan 

pengelolaan sumber finansial antar tingkatan pemerintahan. OECD 

(2019) memandang desentralisasi sebagai konsep yang memiliki 

banyak dimensi, mencakup aspek politik, administratif, dan fiskal. 

Keberhasilan desentralisasi sangat tergantung pada cara pembagian 

kekuasaan tersebut disusun dan dilaksanakan. 

Dalam konteks keuangan publik, pembagian peran pemerintahan 

berkaitan dengan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Musgrave 

menyoroti ketiga fungsi ini sebagai elemen penting dalam teori 

keuangan publik, dengan fungsi alokasi terhubung pada penyediaan 

barang dan jasa publik, fungsi distribusi berfokus pada pemerataan, 

dan fungsi stabilisasi ditujukan untuk mencapai tujuan 

makroekonomi. Kerangka ini menjadi salah satu dasar untuk 
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BAB 2 
METODOLOGI EVALUASI 

FISKAL DAERAH 
KEPULAUAN 

 

 

 

 

A. KERANGKA ANALISIS DAN FORMULA RASIO 

Kerangka analisis dalam buku ini disusun dengan 

mempertimbangkan alur logis yang menghubungkan karakteristik 

fisik wilayah dengan hasil akhir kinerja fiskal. Karakteristik wilayah 

kepulauan, yang ditandai oleh fragmentasi geografis dan keterbatasan 

konektivitas, berdampak langsung pada struktur pendapatan daerah. 

Keterbatasan aktivitas ekonomi berbasis daratan memaksa daerah 

kepulauan untuk mengandalkan sektor maritim yang sering kali 

belum dikelola secara optimal, sehingga memengaruhi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskal mereka. Rendahnya tingkat 

kemandirian fiskal ini mendorong ketergantungan tinggi terhadap 

transfer dari pemerintah pusat untuk menutupi celah fiskal. Di sisi 

belanja, karakteristik geografis menyebabkan biaya unit layanan 

publik menjadi lebih tinggi, yang pada gilirannya mempengaruhi 

efisiensi belanja daerah. Rangkaian kondisi ini secara kumulatif 

menciptakan disparitas dalam kinerja fiskal antarprovinsi kepulauan 

yang perlu diukur secara sistematis. Evaluasi kinerja fiskal dalam 

buku ini akan difokuskan pada tiga indikator utama: 

1. Rasio Kemandirian Fiskal 
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BAB 3 
ANALISIS EMPIRIS KINERJA 

FISKAL 8 PROVINSI 
KEPULAUAN DI INDONESIA 

 

 

 

 

A. EVALUASI KEMANDIRIAN FISKAL DAN PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 

Kemandirian fiskal merupakan salah satu indikator utama dalam 

melihat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik 

melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri. Dalam 

kerangka penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi 

komponen utama yang digunakan untuk melihat kapasitas 

pendapatan lokal. PAD sendiri mencakup pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta 

sumber PAD lainnya yang sah.  

Penggunaan rasio kemandirian dalam penelitian ini tidak 

dimaksudkan sebagai ukuran tunggal untuk menentukan baik atau 

buruknya kinerja fiskal suatu daerah. Rasio tersebut lebih tepat 

digunakan untuk melihat posisi relatif kemampuan pendapatan 

daerah dibandingkan sumber pembiayaan yang berasal dari luar 

daerah. Hal ini penting karena tingginya transfer pemerintah pusat 

pada daerah kepulauan tidak selalu berarti bahwa pemerintah daerah 

memiliki kinerja fiskal yang buruk. Transfer juga merupakan 

instrumen pemerataan fiskal dan pendanaan pelayanan publik.  
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BAB 4 
IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN 

STRATEGI PENGUATAN 
FISKAL 

 

 

 

 

A. PENDAHULUAN  

Analisis empiris mengenai delapan provinsi kepulauan 

menunjukkan bahwa variasi fiskal antar daerah masih tergolong 

tinggi. Selama tahun 2023 hingga 2025, rata-rata rasio kemandirian 

fiskal berkisar antara 57,02% hingga 60,83%, sedangkan 

ketergantungan terhadap transfer rata-ratanya berada di antara 

62,55% sampai 64,74%. Secara bersamaan, rata-rata efisiensi belanja 

menunjukkan kemajuan dengan angka 102,14% pada tahun 2023 yang 

kemudian menurun menjadi 95,76% pada tahun 2025. Namun, 

peningkatan rata-rata tersebut belum mampu menghapus 

ketimpangan kapasitas fiskal yang signifikan di antara provinsi-

provinsi yang ada. 

Ketidaksamaan ini paling terlihat pada kemandirian fiskal. 

Koefisien variasi kemandirian fiskal tercatat sebesar 37,97% di tahun 

2023, lalu naik menjadi 43,95% pada tahun 2024, dan berkurang 

menjadi 31,80% pada tahun 2025. Di sisi lain, ketimpangan 

ketergantungan transfer relatif lebih rendah, dengan angka masing-

masing 14,16%, 16,27%, dan 12,25%. Pola yang terlihat ini 

menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam mendapatkan 
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BAB 5 
ARAH KEBIJAKAN MASA 

DEPAN DAN TATA KELOLA 
FISKAL 

 

 

 

 

A. TRANSFORMASI TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH 

KEPULAUAN 

Kemandirian fiskal merupakan prasyarat utama bagi daerah 

untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan mempercepat 

pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, tata kelola keuangan daerah 

kepulauan saat ini masih dihadapkan pada ketimpangan fiskal yang 

tajam serta ketergantungan transfer yang sangat tinggi. Untuk 

memutus rantai kemacetan keuangan lokal (local finance gridlock), 

daerah kepulauan membutuhkan reformasi kelembagaan yang 

menyeluruh. Transformasi tata kelola keuangan daerah kepulauan 

bukan hanya berfokus pada aspek administratif, melainkan 

menyentuh reformasi struktural mulai dari perencanaan anggaran, 

integrasi sistem teknologi informasi, transparansi dan akuntabilitas 

publik, hingga perumusan kebijakan yang sensitif terhadap 

karakteristik geografis bahari. 

1. Dari Administrasi Anggaran menuju Tata Kelola Fiskal Berbasis 

Kinerja 

Reformasi tata kelola fiskal daerah kepulauan harus diawali 

dengan pergeseran paradigma dari sistem penganggaran 
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